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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI KULON TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATI KULON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

huruf b, Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan

Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan

Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun 2024.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);




-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094};




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
sebagaimana di ubah Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
203);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
KabupatenKudus Tahun 2020 Nomor 36);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2023 Nomor 18);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor
61);

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
38Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
Nomor 62);




Menetapkan

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan
Keuangan Kepada desa Yang Bersifat Khusus yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2023 Nomor 63);

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2023 Nomor 64);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 3 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jati
Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran
Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 03);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Jati
Kulon Tahun 2019 Nomor 04);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Jati Kulon Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa
Jati Kulon Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 03 Tahun 2022
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber
Pangan Sejati (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2022
Nomor 03);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jati Kulon
Tahun 2023 nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON

Dan
KEPALA DESA JATI KULON

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA JATI KULON TAHUN 2024
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Desa adalah Desa Jati Kulon.
Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, selanjutnya disingkat

RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemeintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 {satu} tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir

periode perencanaan.

. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa

untuk mencapai tujuan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakatam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
rencana Pembangunan Desa.

Lembaga Kemasyarkatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam

memberdayakan masyarakat.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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BAB I1
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2

Program Pembangunan Desa periode tahun 2024 dilaksanakan sesuai
dengan RPJM Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tahun
2020 - 2025.

Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP-Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2024
memuat :
a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama
periode tahun 2024 yang merupakan dokumen RKP-Desa Tahun 2023
b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024
RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhatikan RPJM-Desa Jati Kulon Tahun 2020 - 2025
RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024
RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi

dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2024

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.
1.2.

1.3
1.4
1.5

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Landasan Hukum

Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan laiannya.

Sistematika Penulisan
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B. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
2.1. Kondisi Geografis
2.2, Kondisi Umum Masa Kini

2.3. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke Depan

C. BAB IIIL VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
3.2. Tyjuan
3.3. Strategi
3.4. Kebijakan

D. BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Dokumen RKP-Desa
4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
1. Kebijakan Pendapatan Desa
2. Kebijakan Belanja Desa
3. Kebijakan Pembiayaan Desa

E. BAB V. PENUTUP

F. LAMPIRAN
1. Matrik RKP Desa
2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Desa.
3. Matrik DU RKP Desa.

Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa

dilaksanakan oleh kepala Desa.
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BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Jati Kulon
Pada Tanggal 17 November 2023

Kepala Desa Jati Kulon
Y
4 J/

HERY SUPRIYANTO

Diundangkan di Jati Kulon
Pada tanggal 17 November 2023

PITA JATIKA SIWININGLAN

LEMBARAN DESA JATI KULON TAHUN 2023 NOMOR 04.
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BABI
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Agar
pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan
bersasaran, maka perlu disusun dalam suatu perencanaan pembangunan
tahunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap
perubahan.

Secara umum perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka
yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kegiatan
Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana
Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa
untuk periode 1 ({satu) tahun berikutnya (N+1) yang merupakan
penjabaran dari RPJM Desa.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Jati Kulon Kecamatan
Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini, maupun keluaran dan
dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1
(satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sangat penting, terutama karena
hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan desa
dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan
secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan
pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Jati Kulon Kecamatan
Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen
perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2024 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih,
memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2024. Rencana kerja Pemerintah Desa Jati Kulon memprioritaskan

pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. RKPDesa dijadikan
landasan dalam penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2024.
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1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai
upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi
Kepala Desa terpilih, sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan
pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menetapkan
strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan
program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun
(N+1), sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan
RAPBDesa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2024.

I.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP} Desa Jati
Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pembentukan
PeraturSan Perundang-undanganl (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495});

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahab kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817) ;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 203);

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa sebagaimana di ubah Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah KabupatenKudus Tahun 2020
Nomor 36);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 18);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah
Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
Nomor 61);
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18. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
Nomor 62);

19. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian
dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada desa Yang Bersifat Khusus
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor
63);

20. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2023 Nomor 64);

21. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian
BUMDES Jati Kulon (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2017 Nomor 6);

22. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa
Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 03);

23. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan
Aset Desa (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 04);

24. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Jati Kulon Tahun 2020 - 2025
(Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2020 Nomor 10);

25.

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa
Jati Kulon Tahun 2023 nomor 01).

I.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan
perencanaan pembangunan desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian
yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025 dan RKP Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 karena RKP Desa Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dalam
penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Jati Kulon Kecamatan
Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2025 dan memperhatikan RKP
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Selain itu RKP Desa Jati
Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 juga
digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa
Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.
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Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu)
tahun, maka RKP Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2024 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya
ketentuan yang telah ditetapkan.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa)
Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024
adalah sebagai berikut :

BAB1. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3.Landasan Hukum
1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
2.1.Kondisi Geografis
2.2.Kondisi Umum Masa Kini
2.3.Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

BAB II1. VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
3.1.Visi dan Misi Pemerintah Desa
3.2.Tujuan
3.3. Strategi
3.4.Kebijakan
3.4.1. Kebijakan Internal
3.4.2. Kebijakan Eksternal

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :
4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
4.1.1 Sasaran :
a. Uraian
b. Indikator

4.1.2 Strategi :
a. Kebijakan
b. Program
c. Kegiatan

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan.
4.2.1 Sasaran :

a. Uraian

b. Indikator

4.2.2 Strategi :
a. Kebijakan
b. Program
c. Kegiatan
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4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan.

4.3.1 Sasaran :

a. Uraian
b. Indikator

4.3.2 Strategi :

a. Kebijakan
b. Program
c. Kegiatan

4.4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
4.4.1 Sasaran

a. Uralan
b. Indikator

4.4.2 Strategi

a. Kebijakan
b. Program
c. Kegiatan

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1.

2.

3.

Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
Rencana  Kegiatan (Belanja) Rancangan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Pagu Indikatif Desa;

2. Daftar Kegiatan Pembangunan Yang Masuk ke Desa;

3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa {(RKP Desa)
Tahun 2023;

4. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa)
Tahun 2023.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan salah satu
desa di wilayah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah
187.28 Ha Desa Jati Kulon memiliki batas-batas wilayah administrasi
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Ploso

- Sebelah Timur : Desa Getas Pejaten dan Tanjungkarang

- Sebelah Selatan : Desa Jati Wetan

- Sebelah Barat : Desa Pasuruhan Lor
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Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan ibukota
kecamatan berjarak 1,5 Km, sedangkan dengan ibukota kabupaten
berjarak 3 Km.

Secara topografi Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
terdiri atas dataran rendah. Dengan ketinggian + 17 mdpl.

Sesuai dengan letak geografis, yang dipengaruhi oleh angin muson
dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April - September
dan musim penghujan antara bulan Januari — Maret.

Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam suatu sistem
hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah, kondisi
ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim
penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan, sawah, dan
penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 61%, tegalan
sebesar 15%, sawah sebesar 18%, dan penggunaan lainnya yang
meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 6 %.

Kondisi Umum Masa Kini

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan
tertib administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan
cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan
desa berjalan dengan konsisten dan lancar.

Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dengan
jumlah perangkat desa sebanyak 11 orang dan tenaga administrasi 1
orang. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan lebih berorientasi kepada
penyempurnan hasil yang maksimal.

Selain itu secara bertahap, Pemerintah Desa Jati Kulon juga telah
berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua Kkegiatan dapat
terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak.

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Jati Kulon relatif cukup
menunjang kegiatan masyarakat di berbagai sektor kehidupan.
Pertumbuhan ekonomi di Desa Jati Kulon menampilkan angka-angka
yang positif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus sejauh ini cukup mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jati Kulon berjalan
cukup baik sesuai dengan rencana.
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Penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada, dimanfaatkan sebagai
infrastruktur/akses penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
di Desa Jati Kulon.

Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah
berupaya melakukan pembinaan kemasyarakatan, mengembangkan
kehidupan beragama, melakukan pembinaan organisasi sosial
kemasyarakatan, pembinaan kepemudaan dan olah raga.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

Memasuki tahun 2024, Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten
Kudus masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan.
Berkaitan dengan itu, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan
perkembangan desa di masa depan, maka pemerintah Desa Jati Kulon
perlu merumuskan strategi yang tepat, guna merespon secara proaktif
berbagai perubahan lingkungan dan tantangan zaman sehingga dapat
ditentukan langkah-langkah adaptif maupun antisipatif.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan desa yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,
maka proyeksi ke depan Pemerintahan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber
daya perangkat desa sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan,
terlaksananya pengelolaan tertib administrasi pemerintah desa, serta
terwujudnya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kualitas dan
prosedur pelayanan publik.

Pembangunan di Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk menuju kemandirian
perekonomian rakyat. Pembangunan di Desa Jati Kulon ditujukan untuk
meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih diprioritaskan pada
pembangunan sistem sarana dan prasarana publik. Pemeliharaan
jaringan irigasi akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi
pertanian terutama padi. Disisi lain pembangunan di Desa Jati Kulon
juga diarahkan pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat
yaitu dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal yang ada untuk
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteran masyarakat.

Pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus lebih ditujukan untuk mencegah
munculnya permasalahan sosial yang ada, mengembangkan potensi dan
sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat
dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terwujudnya
peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga
keagamaan, pembinaan potensi generasi muda, serta semakin
meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
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BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi, Misi, kebijakan dan program RPJM Desa disusun sebagai
penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih. Visi dan misi tersebut
kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan
memperhatikan kondisi, gambaran umum desa maupun kebijakan
pembangunan desa. Penetapan visi, misi dan RPJM Desa adalah untuk
menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi
arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan
pembangunan.

Berdasarkan hal di atas, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2019 -
2025 dirumuskan sebagai berikut:

3.1. Visi

Visi adalah suatu cara pandang ke depan, ke arah mana suatu
organisasi/desa akan dibawa. Visi pada hakekatnya juga dapat
dikatakan sebagai suatu gambaran keadaan di masa yang akan datang,
yang diwujudkan oleh seluruh potensi yang ada dalam suatu organisasi
atau desa.

Kepala desa terpilih mempunyai Visi “GOTONG ROYONG BERSAMA
MEMBANGUN DESA JATI KULON LEBIH BAIK"

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten
Kudus Tahun 2019-2025 tersebut, maka dijabarkan dalam misi yang
menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Jati Kulon yaitu:
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG
DEMOKRATIS DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN,
KEKELUARGAAN, KEMANDIRIAN, DAN PARTISIPASIF SERTA
MENGEDEPANKAN MUSYAWARAH MUFAKAT UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA JATI KULON.

Misi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3.2. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka di tahun anggaran 2024
Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin
dicapai di tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib administrasi dan transparansi pemerintahan
desa.

Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mitigasi penanganan bencana alam dan non alam.

R
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Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka
Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah
kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur Pemerintah
Desa;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur
dan pelayanan umum,;

3. Meningkatkan kedisiplinan dalam mengadakan pencatatan kegiatan

pemerintahan desa;

Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk

menciptakan Lingkungan yang kondusif;

Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;

Meningkatkan masyarakat sadar hukum,

Meningkatkan kualitas lembaga masyarakat desa;

Meningkatkan infrastruktur desa;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

0. Pengembangan kualitas perpustakaan Desa;

11. Meningkatkan pemerataan Pembangunan yang berwawasan
lingkungan;

12. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber Daya alam dan
Lingkungan hidup

13. Mitigasi Penanganan bencana alam dan non alam dengan
memproitaskan untuk pencapaian SDGs Desa;

14. Meningkatkan daya saing UMKM;

15. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian
masyarakat;

16. Pemetaan wilayah melalui program Trisula;

17. Mendukung kegiatan PEMILU tahun 2024.

»
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Adapun Program Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peningkatan pelaksanaan pembangunan desa.

Peningkatan pembinaan kemasyarakatan desa.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

Peningkatan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.
Peningkatan sosial masyarakat desa.

oOg k=
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3.4. Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan,
maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2024 dimaksud

meliputi:

1. Transparansi dan keterbukaan informasi publik dibidang tata kelola
pemerintahan desa dan pelaksanaan APBDes;

2. Keterbukaan masyarakt desa dalam penggalian gagasan
penyusunan perencanaan desa (RPJM desa/RKPdesa) melalui
forum rembug warga dan musyawarah dusun yang dilaksanakan
mulai tingkat RT RW dusun hingga musyawarah di tingkat desa;

3. Melakukan review dokumen RPJMDesa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku

4. Mensukseskan program-program pemerintah secara umum;

5. Pemetaan dan penyusunan program jangka menengah untuk
program penganggulangan kemiskinan (PJM pronangkis).

6. Meningkatakan layanan sarpras alat peraga edukasi, sarana
perpustakaan, sanggar belajar dan balai jagong warga desa;

7. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/siswa berprestasi;

8. Pemeliharaan dan pembangunan jalan desa, jalan lingkungan,
gang, jalan usaha tani dan jembatan desa;

9. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa, jalan
lingkungan, gang, jalan usaha tani dan jembatan desa serta gorong-
gorong, selokan, parit dan drainase;

10. Fasilitasi dan dukungan program rumah tidak layak huni bagi
keluarga miskin,;

11. Pemeliharaan dan pembangunan sanitasi pemukiman, jamban
umum, pembuangan air limbah secara komunal;

12. Penyelenggaraan informasi publik dan promosi kesehatan lewat
poster dan baliho;

13. Pengembangan sektor pariwisata milik desa;

14. Penyelenggaraan pos keamanan desa dan peningkatan kapasitas
tenaga keamanan/ketertiban;

15. Pembinaan peningkatan nilai-nilai keagamaan dan
kewarganegaraan untuk penangkalan radikalisme dan separatisme;

16. Kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa;

17. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;

18. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan lokal desa;

19. Peningkatan pelatihan kepemudaan dan olahraga tingkat desa;

20. Peningkatan dan pemberdayaan nilai-nilai keagamaan melalui
kelompok-kelompok pengajian;

21. Pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
(PKK, RT/RW, LPMD, KPMD, karang taruna dan organisasi
keagamaan);

22. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa);

23. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier;

24. Pelatihan dan bintek tentang sektor pertanian;
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Peningkatan kapasitas aparatur desa

Pelattihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Penangkalan dan pencegahan perkawinan usia dini, talak dan
kekerasan rumah tangga;

Penguatan dan dukungan kepada masyarakat di desa (fakir miskin,
anak yatim, jompo dan rumah tangga sasaran);

Pendirian kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP)
sebagai embrio ekonomi produktif;

Pelatihan managemen perkoperasian dan pengembangan sarana
prasarana usaha mikro kecil, menengah dan koperasi desa;
Optimalisasi badan usaha milik desa (BUMdesa) )

Pengembangan pasar desa

Pegembangan industri kecil tingkat desa

Fasilitasi dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
Melakukan edukasi (pendidikan} dan penyuluhan kebencanaan
kepada masyarakat (cegah dan deteksi dini);

Peningakatan nilai-nilai dan semangat kebersamaan dalam
melakukan tolong menolong kepada sesama dalam mengahadapi
bencana dan peningkatan semangat dalam kegiatan gotong-royong;
Membentuk desa siaga bencana dan mempersiapkan kader-kader
sukarelawan kebencanaan;

Memberdayakan organisasi kepemudaan dan masyarakat menjadi
tangguh dalam mengahadapi bencana;

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui
berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
Menyediakan hunian sementara (huntara) dan/atau penampungan
pengungsi akibat bencana;

Mengalokasikan dukungan pendanaan kebencanaan dalam
RPJMdesa (pra bencana, saat, pasca bencana)

Fasilitasi mobilisasi mobil desa untuk pelayanan "tanggap darurat"
dan keperluan masyarakat secara maksimal;

Pembentukan Kampung Proklim;

Menfasilitasi Inovasi Kampung Tematik;

Meningkatkan keindahan desa dengan pembangunan gapura taman
di gang-gang Jalan Desa;

Rehabilitasi sumur dalam pamsimas perluasan Jaringan Perpipaan;
Peningkatan pengelolaan makam Desa;

Pemutakhiran Desa IDM berbasis SDGs Desa;

Meningkatkan ketahanan pangan;

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desaz;

Pemetaan wilayah melalui program Trisula;

Ikut mendukung kegiatan penyelenggaraan PEMILU tahun 2024.
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BAB IV
FROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Dokumen RKP Desa

Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Jati Kulon
Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dijabarkan.
melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut
dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu bidang
Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyelanggaraan

Indikasi dan sumber pendanaan dari program dan kegiatan
tersebut berasal dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN
dan sumber pendapatan lainnya yang sah dalam tahun anggaran 2024.

4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pemerintahan Desa

Pendapatan Tahun Lalu Tahun Ini Tahun Depan
g (Rp) (Rp) (Rp)
Pendapatan Asli Desa 506.761.340 497.632.000 497.632.000
Dana Desa 1.060.631.000 | 1.169.883.000 | 1.169.883.000
Alokasi Dana Desa 622.056.400 742.651.200 742.651.500
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 152.438.100 169.044.800 169.371.100
Daerah
Bantuan Keuangan dari APBD 380.000.000 155.000.000 | 3.200.000.000
Provinsi
Bantuan Keuangan dari APBD 1.000.000.000 775.000.000 | 4.100.000.000
Kabupaten
Lain-Lain Pendapatan yang Sah 5.000.000 5.000.000 5.000.000
2. Kebijakan Belanja Desa
Belanja Tahun Lalu Tahun Ini Tahun Depan
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Penyelenggaraan 1.180.231.525 | 1.487.687.295 | 1.487.687.295

Bencana, Darurat dan Mendesak

Belanja Pelaksanaan 1.696.833.250 | 224.247.500 224.247.500
Pembangunan Desa

Belanja Pembinaan 179.705.500 224.247.500 224.247.500
Kemasyarakatan Desa

Belanja pemberdayaan 720.653.350 577.899.950 577.899.950
Masyarakat Desa

Belanja Penanggulangan 522.407.550 541.647.988 541.647.988
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3. Kebijakan Pembiayaan Desa
Penerimaan Pembiayaan Tahun Lalu Tahun Ini Tahun Depan
(Rp) (Rp) (Rp)
Sisa Lebih Penghitungan 603.804.335 1.275.545.953 | 1.275.545.953
Anggaran (SILPA)

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa
yang Dipisahkan
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan
penjabaran dari Perubahan RPJM Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten
Kudus Tahun 2020 - 2025, oleh karena itu sasaran dan target yang ditetapkan
benar-benar sudah memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang
dimiliki dengan mengarah kepada tercapainya sasaran dan target yang ada
dalam Perubahan RPJM Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun
2020 - 2025.

RKP Desa Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana kegiatan
Pemerintah Desa yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun ke
depan, sekaligus sebagai parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian
kinerja Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam
melaksanakan program bidang Penyelanggaraan Pemerintahan Desa, bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

RKP Desa Tahun Anggaran 2024 ini memberikan gambaran masa depan
yang akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap yang dimulai dari
tahun 2024, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Desa Jati Kulon terpilih
ke dalam berbagai kebijakan dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan .

Dengan berpedoman kepada RPJM Desa Tahun 2020 - 2025,
diharapkan ada keterpaduan dan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Jati Kulon
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan
umum untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus.

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran kegiatan yang telah
dilaksanakan ada kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang
ditetapkan dalam APBDesa serta kesesuaian dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur APBDesa dan peraturan lainnya.
Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkesinambungan.
Disamping juga diikuti dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan
dalam tahun Anggaran 2024.

KEPALA DESA JATI KULON

— M

HERY SUPRIYANTO
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RENCANA PAGU INDIKATIF DESA JATI KULON TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN | ALOKASI BAGI HASIL | DANA DESA (DD) | BANTUAN BANTUAN LAIN-LAIN
ASLIDAERAH | DANADESA | PAJAK DAN KEUANGAN KEUANGAN
(PAD) (ADD) RETRIBUSI KABUPATEN PROVINSI
DAERAH
(BHPRD)
Rp. 497.632.000 | Rp. 742.651.500 | Rp. 169.371.100 | Rp. 1.169..883.000 | Rp. 4.100.000.000 | Rp 3.200.000.000 | Rp 5.000.000
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DAFTAR RENCANA PROGRAM
KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

PITA JATIKA SIWININGLAN,S Pi.

DESA - JATI KULON
KECAMATAN - JATI
KABUPATEN - KUDUS
PROVINSI - JAWA TENGAH
' APBD Kab. APBD Provinsi
Asal . | Kudus / Bansus | Prakiraan Pagu | . Prakiraan
No Program/Kegiatan Nama ngmWKeglamn - Prakiraan Pagu Dana (Rp:;g Pelaksana
, Dana {Rp)
APBD Kab.Kudus | Betonisasi Jalan RW 02 RW 03 RW 04 200.000.000 PUPR
Desa Jati Kulon
2. | APBD Kab.Kudus | Pengadaan Tong Sampah Jati Kulon 200.000.000 PKPLH
3. | APBD Kab.Kudus | Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 200.000.000 PLPLH
Jati Kulon
4. | APBD Kab. Pavingisasi Jalan Desa RW 01,02,04 200.000.000 PUPR
Kudus
5. | APBD Kab. Pengadaan Kontainer Sampah 200.000.000 PKPLH
Kudus
6. | APBD Kab. Pavingisisasi Jalan RW 05 dan 06 Jati 200.000.000 PUPR
Kudus Kulon
7. | APBD Kab. Pembangunan dan Rehap Saluran Air 200.000.000 PUPR
Kudus RW 01 Desa Jati Kulon
8 | APBD Kab. Drainase Lapangan Samba Desa Jati 200.000.000 PUPR
Kudus Kulon
9 | APBD Kab. Kegiatan Pembangunan dan Rehab 200.000.000 PUPR
Kudus Saluran Air Jalan poros
10 | APBD Kab. Pembangunan dan Rehab Saluran Air 200.000.000 PUPR
Kudus Jalan Poros Desa Jati Kulon
11 | APBD Kab. RJT Sigorok Desa Jati Kulon 200.000.000 Dinas Pertanian
Kudus
12 | APBD Kab. Pengaspalan Jaian Desa RW 01 150.000.000 PUPR
Kudus
13 | APBD Kab. Pengaspalan Jalan Desa RW 05 150.000.000 PUPR
Kudus
14 | APBD Kab. Betonisasi Jalan RW 05 Desa Jati Kulon 200.000.000 PUPR
Kudus
15 | APBD Kab. Betonisasi RW 04 200.000.000 PUPR
Kudus
16 | APBD Kab. Mesin Pembakar Sampah 100.000.000 PKPLH
Kudus
17 | APBD Kab. Peningkatan Pasar Desa (Pavingisasi 300.000.0C0 PUPR
Kudus halaman / Parkir, Pagar )
18 | APBD Kab. Peningkatan dan Pembangunan Gedung 500.000.000 PUPR
Kudus Serba Guna balai Desa Jati Kulon
19 | APBD Kab. Peningkatan Gapura Gerbang Desa Jati 300.000.000 PUPR
Kudus Kulon
20 | APBD Provinsi Pengaspalan Jalan RW 01 s/d RW 03 200.000.000 PUPR
desa Jati Kulon
21 | APBD Provinsi Peningkatan Pembangunan Lapangan 1.500.000.000 PUPR
Sepak Bola Samba Desa Jati Kulon
22 | APBD Kab. Pembangunan Lapangan Bola Volly 1.500.000.000 PUPR
Kudus Desa Jati Kulon
TOTAL 4.100.000.000 3.200.000.000
Jati Kulon, November 2023
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DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA JATI KULON TA 2024
RT / RW USULAN KEGIATAN
RWI
01/01 * PEMBANGUNAN GORONG-GORONG PROGRAM TERPADU DENGAN RT 7 (SAMBUNG DG RT 7)
VOLUME : PANJANG 80 M :
02/01 * BETONISASI JALAN DI LINGKUNGAN PERUM MODERN
VOL = 200 X4 M
* GORONG2 / DRAINASE PERUM MODERN
VOL = PANJANG 90 M
* DRAINASE SALURAN AIR DI TENGAH JALAN GANG 2 S/D SUNGAI DI RT 6 RW 1
PANJANG = 400 M
*
03/01 * JALAN BANTUAN DARI RMH BP. SUGIMIN KE RMH BP. SUMARLAN, DI SERTAI GORONG-GORONG
PANJANG = 100 M
05/01 PAVINGISASI +/- 345 M 2
* PAVING JALAN GANG KE SELATAN MASUK RUMAH BP, SUPARNO
* PAVING JALAN GANG MASUK SELATAN RUMAH PAK AGUS LANJUT KE TIMUR TEMBUS KE RUMAH
8P. SURATNO
* RENOVASI GUDANG POS SATKAMLING, 20 M2
* MIRROR JALAN
06 /01 * PEMBUATAN RESAPAN AIR DI JALAN BELAKANG RT 6 RW 1, 2 UNIT
* RENOVAST POSKAMLING
07 /01 * PELEBARAN JEMBATAN SEBELAH BARAT PAK SUTRISNO DEGAN
VOLUME = P=7 M; L=1M; T= 30 CM
RWI1
02 /02 * PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI 3 TITIK, YAITU DEPAN RUMAH BP. SETLJANTO DAN BP. ROHADI
AGUS SANTOSA
04 /02 * PAVINGISASI GANG DEPAN RUMAH BP. SUBARIE +/- 50 METER
* PAVINGISASI JALAN DEPAN MASIID AL FATTAH +/- 100 METER
05/02 * PAVINGISASI
1, DEPAN POS KAMLING SAMPAI RUMAH IBU JAMINEM, +/-100 M
2. SELATAN RUMAH BP. SYAKUR KE BARAT SAMPAI RMH IBU SULASTRI, +/- 50 M
3. DEPAN RUMAH BP. TOHA SAMPAI JALAN CCR, +/- 30 M
RW. I11
02 /03 * PAVINGISASI JALAN RT. 2 RW 3, +/- 250 M, DART RUMAH BP. SULKIN KE TIMUR SAMPAI RUMAH
BP, KASTI ALM
03/03 * KAMPLAH KALEN, 3 M X 15 M, UTARA BANGJO KE SEMPALAN
* RENOVAS] (PELEBARAN) POSKAMLING, 4 M X2 M
RW 1V
01/ 04 * NORMALISASI SALURAN AIR PERTIGAAN GANG 6 KE BARAT SAMPAI TANGGUL, AIR TIDAK MENGALIR

JADI SARANG NYAMUK

* NORMALISASI SALURAN AIR DEPAN INDOMARET GANG 6 KE SELATAN

03 /04

* PEMBANGUNAN COR JALAN TENGAH, 100 X 2 X 10 M




USULAN KEGIATAN

04 /04

* PEMBANGUNAN JALAN GANG LORONG RUMAH BP. KUAT, TEMBUS SAMPAI RUMAH BP. TARIMAN

+/- 50 M DARI JALAN GANG BARU, KONSIDI BANYAK LUBANG

* NORMALISASI SALURAN AIR, +/- 100 M DARI PINTU MASUK UTAMA, KONDIST BERCAMPUR LIMBAH

PABRIK

05 /04

* MELANJUTKAN DRAINASE UTARA DUKUH KENCING, +/- 100 M2

* PENGECORAN HALAM DEPAN POSKAMLING +/- 20 M

* RENOVASI POSKAMLING, PEMASANGAN PLAFON DAN ETERNIT , +/- 35 M, KALAU HUJAN BOCOR

* PENINGGIAN JALAN TIMUR +/- 200 M2

RWYV

01 /05

* PENGECORAN JALAN SELATAN POS KAMLING SAMPAI MUSHOLA NAILA KARIMA, +/- 150 M

* PAVINGISAST UTARA MAKAM JUWET, +/- 40 M

* GORONG-GORONG JALAN RT. I RW, V UTARA RUMAH BP. MASLIKAN SAMPAI RUMAH BP. ZAINURI
+/- 200 METER N

02 /05

* PEMBUATAN DRAINASE MULAT JALAN PROTOKOL SAMPAI BARAT RUMAH BP. TOHA, PANJANG : 100 M

* PEMBUATAN DRAINASE MULAI POS KAMLING SAMPAI MAKAM MBAH SURGI JATI, +/- 50 M

04 / 05

* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN SEBELAH BARAT RUMAH BP. SUWARDI, PANJANG : 75 M

( SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN DAN TUTUP SALURAN)

* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN SEBELAH TIMUR RUMAH BP. SUKISMAN, PANJANG = 30M

(SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN DAN TUTUP SALURAN)

* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN DEPAN SDN 3 JATT KULON, PANJANG = 75 M

(SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN)

* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN NYAMBUNG BANGUNAN LAMA KE SAWAH, PANJANG = 15 M

(TERONG UNGU KE BARAT, BIS BETON)

* PEMBANGUNAN SALURAN AIR HUJAN JL. BARU GANG PUCUNG, PANJANG = 50 M

{SALURAN COR BETON PAKAI TULANGAN)

* PENGASPALAN JALAN DEPAN SDN 3 JATI KULON, PANJANG = 200 M

RW VI

01706

* PAVINGISASI JALAN TANGGUL RT. 01 RW. 6 SEBAGAI JALAN ALTERNATIF, VOL = 150 X4 M

* PEMBUATAN RESAPAN AIR, 2 TITIK, DI JALAN SEBELAH BARAT RUMAH BP. PURNOMO

02 /06

* PAVINGISASI JALAN TANGGUL MENYAMBUNG SAMPAI JEMBATAN

* TUTUP GORONG-GORONG SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH PAK H. RUSLAN KE SELATAN

03/ 06

* PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI BLOK KAPLING ( DEPAN RUMAH BP. ROCHMAD KETUA RT 3/6)

04/06

* PEMBUATAN SALURAN AIR / DRAINASE MENYAMBUNG SALURAN YANG SUDAH ADA KE SELATAN

SAMPAI RUMAH BP. JUMADI KE BARAT

* PENGECORAN JALAN DEPAN RUMAH BP. SUGITO KE TIMUR SAMPAI RUMAH BP. KUSRIYANTO KE

SELATAN, KALAU HUJAN AIR MENGGENANG

KOMITE TK PERTIWI DESA JATI KULON

* RENOVASI TK PERTIWI DESA JATI KULON, KALAU MUSIM HUJAN KEMASUKAN AIR, SEHINGGA

MENGGANGGU KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

POSYANDU MATOA JATI KULON

* PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI UNTUK 8 POSYANDU

* PAPAN NAMA POSYANDU UNTUK 8 POSYANDU

* SERAGAM BATIK KADER POSYANDU UNTUK 48 KADER

* HONOR UNTUK KADER POSYANDU LANSIA




KEPALA DESA JATIKULON
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIKULON
NOMOR 141/ 21 / 2023

L]

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa) DESA JATI KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JATIKULON,

-bahwa untuk membantu kelancaran Kepala Desa dalam

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 periu
dibentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.

:1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 55358);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dn Retribusi
Daerah Kabupaten Kepada Desa di *Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014
Nomor 26};

Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Penghasilan Pemerintan Desa di Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor
27);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28j;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Jati Kulon Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Jati Kulon
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2023 Nomor 01).




Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP-Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun
Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

t
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Jati Kulon Tahun 2023.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jati Kulon




LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Jati Kulon
Nomor : 141/ 21 /2023
Tanggal : 9 Juni 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA JATIKULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2024

NAMA JABATAN UNSUR
HERY SUPRIYANTO, AMd. Pembina Kepala Desa
PITA JATIKA SIWININGLAN, S.Pi. | Ketua Sekretaris Desa
MUHAMMAD JUMADI Sekretaris Kasi Kesejahteraan
SAHRINOTO UTOMO, ST Anggota Tokoh Masyarakat
KHOIRIL ANWAR, S.Pd, M.Pd Anggota Ketua KPMD
SUPARMIN Anggota Kaur Perencanaan
INTAN FITRI YULIANTIL SE. Anggota Kaur Keuangan
SRI SETUNI Anggota Pengurus PKK
MUCHTAR SETIAJI, ST. Anggota Tokoh Masyarakat




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON
KECAMATAN : JATI
KABUPATEN : KUDUS

Jalan Gang IV No. 212 Jatikulon, Jati, Kudus Telp. (0291) 2912600

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI
KULON TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Jum’‘at tanggal sembilan bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat
di Gedung Serbaguna Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah
dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun
Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon, dan
dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Jati
Kulon, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa Jati Kulon, tokoh agama dan tokoh masyarakat
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa (Musdes) dan yang bertindak selaku
pimpinan musyawarah adalah sbb :

A. Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ink adalah :
Usulan kegiatan pembangunan yang di usulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati
Kulon Tahun Anggaran 2024.
B. Unsur Pimpinan Musyawarah
Pimpinan Musyawarah : ARIF USDEKA PUTRA / Ketua BPD Jati Kulon
Sekretaris / Notulis : NINIK ENDARTI, 5.E / Sekretaris BPD Jati Kulon

Setelah dilakukaan musyawarah maka peserta musyawarah menyepakati beberapa hal
sebagai berikut :

1. Usulan kegiatan/pembangunan akan diserahkan sepenuhnya kepada Tim Penyusun RKPDes
TA 2024, dengan memperhatikan skala prioritas.

2. Usulan kegiatan/pembangunan di wilayah RT dan RW di Desa Jati Kuion yang sudah
tercantum dalam RPIJMDes Tahun 2020-2025, akan disesuaikan dengan kegiatan tersebut.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) Desa Jati Kulon ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jati Kulon, 09 Juni 2023
Pimpinan Musyawarah Sekretaris

/
RIF USDEKA PUTRA / NINIK ENDARTI, S.E
Ketua BPD Sekretaris BPD
Mengetahui,

Kepala Desa Jati Kulon

— M

/ 7 ”
HERY SUPRIYANTO, A. Md

koh Masyarakat Tokoh Masy.

v

(. B A PONO  LMUATARL




DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL :JUM'AT / 09 JUNI 2023
TEMPAT : GEDUNG SERBAGUNA DESA JATI KULON
ACARA : MUSDES PEMBAHASAN TTG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TA 2024
NO. NAMA UNSUR RT/RW TANDA TANGAN

| e sreo | BPD | o0l T~

, | Niniek &. sukop PO it A L8

3 [ Sonmeh RT cs//é 3 >fi4m

‘4 -/~ - 7L , 4 )\’
T N N I i I A

s |Sugur Ko o ou/sC | [\

7 | $019p0 —- ‘/é 7 \\

8 |Yadaa Adi Brp 2/5 J,

10 g"'\g/iwfm %W i ‘ /

11 ( e S gej" @,;—MM (e, ZA. 11 A-:E
12 |GG wd v % BYD 4/3

é‘)&
o | Rovr— e -

w &

L

u%""-

i

13 Su/p/r‘a%d*m

14 ﬂi\!)\/\'. Q\au@m

g/\ y 1/7:
15 | Pociutap /

17 glé\/ufbﬂum

byd
] =
il : A
16 A’(&MM [ A [64 / 1¢/ %ﬁ
/3 R
R
P

18 ’H'QM"" i ¢ 7’/ 2 . 18 }b

15 | M 2LUBALD! 04y /04 19@% J7 B

w0 Vchmofiicnsnns | T A %/ Ny -
21 kqsm\/&m—o %@ Yl |n )N L// |

n | A B ET I LA
23 | A Mokly £r M) v 23 M, .
u | Pls | B B/ | g >,
25 IMW Prb,f«‘k) T Muf@i}' 95 4@7—-" '




DAFTAR HADIR

NO. NAMA UNSUR RT/RW | TANDA TANGAN
s | sty fo RE 2 W\ [
=P A A T
8 | Arhlu Y = ’ g r/° 28 M / ]
2 g\/"?""“b 128 < V/ﬁ’ A zgd{i
o | e ptomec 0 12 Vg_
31 @* ﬁ%«h’)"i A~ 5 ; “ 31

1321 NHASIR A VAL —
33 | Guoos e 84 [ 5 %”
34 CUMAr s P - 34 W O
35 | MugEar il %/ S < 35 ‘%‘
36 ﬂ\,cu o 1% Q/’Z 3( A
7 | Gudmwm RT |/ n (P
8 | By sk o A Y M
39 %Wﬂv LT 07 Q’k;:’
40 /}/ Urbory T Tamaw /! , " m:
41 ﬁ-—’-”-’/%”f LAY 3(// —~ 417’ ”7
42 ' /CU! U /o 071/ ) a2 w
i | Som ulowisc 3¢
w| ey Sipevand | Soty | T4 lw &M~
a5 M 7 7 ble | farfa s
46 ,SVLA:/}“'/&D A T as/y 46 57%""’/\ T
B Oy Y B T /A N PV
48 Muhamm J umadt \Cops Yrsr LLL{ &’43\_ D
s | Gunorts Rr . | S/ Vs
50 [Cc Wl A [\MQ ‘1’7/r s free—X J/




DAFTAR HADIR

| NO. | __NAMA UNSUR RT/RW __ Tanda Tangan
s1 | NVh Sobt Newe e ’7\4 51 % ‘ )
s2 | & $o dmd v sg/L
33 >3
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75




49

3

G




T RO DUS

PEMERINTAH DESA JATIKULON
KECAMATAN : JATI
KABUPATEN : KUDUS

Gang IV No. 212 Jatikulon, Jati, Kudus Telp. {0291) 2912600

BERITA ACARA

PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPDesa
DESA JAT! KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gedung
Serbaguna Balai Desa Jati Kulon Kecamatan lati Kabupaten Kudus telah diselenggarakan Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa [MUSRENBANGDES} pembahasan RKP Desa yang dihadiri oteh Kepala Desa Jati Kulon,
Perangkat Desa Jati Kulon, BPD iati Kulon , Ketua RW, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat Desa Jati Kulon.

Materi-materi yang akan dibahas dalam MusrenbangDesa adalah tentang Rancangan RKPDesa tahun
2024, meliputi:

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

LA ol o

BidangPenangguiangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dijadikan periksa.

Kudus, 6 Oktober 2023

Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon Kepala Desa Jati Kulon
[d
Ketua BPD
<
{ -~
ARIF USDEKA PUTRA HERY SUPRIYANTO, A.Md

Mewakili Peserta Musrenbang Desa Jati Kulon
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DAFTAR HADIR

Hari : jum’at
Tanggal : 6 Oktober 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balaidesa Desa Jati Kulon
Acara : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Pembahasan
RKPDes Tahun 2024
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON
KECAMATAN : JATI

KABUPATEN : KUDUS
Jalan Gang IV No. 212 Jati Kulon, Jati, Kudus Telp. (0291)291600

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON

Pada hari Jum‘at tanggal tujuh belas bulan November Tahun dua ribu dua puluh tiga
bertempat di gedung serbaguna Pemerintah Desa Jati Kuion Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
telah diadakan rapat antara Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon dengan Pemerintah Desa
Jati Kulon membahas Ranperdes Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun Anggaran
2024,

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok — pokok hasii
pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

“Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2024 agar
selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa *

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jati Kulon, 17 November 2023
ZRTEN o

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA i \
JATI KULON | %




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON
KECAMATAN : JATI

KABUPATEN : KUDUS
Jalan Gang IV No. 212 Jati Kulon, Jati, Kudus Telp. (0291) 291600

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON
NOMOR : 144.1/006/BPD/XI1/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATI KULON TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATI KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI KULON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa maka periu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun 2024;

b. bahwa sesuai hasii pembahasan bersama antara Pemerintah Desa Jati
Kulon dan Badan Permusyawaratan Desa Jati Kulon atas Rancangan
Peraturan Desa Jati Kulon tentang Rencana Keja Pemerintah Desa Jati
Kuion Tahun Anggaran 2024, periu memberikan kesepakatan,;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jati
Kulon ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4221);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(8]




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 203);

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan
Daecrah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa sebagaimana di ubah Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang perubahan atas  Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus No 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa (L.embaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah KabupatenKudus Tahun 2020 Nomor
36);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 18);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

17.

18.

19.

20.

21,

22.

24,

25,

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah
Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
Nomor 61);

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Desa {Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023
Nomor 62),

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian
dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada desa Yang Bersifat Khusus
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus {Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor
63);

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 64);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Jati
Kulon Tahun 2019 Nomor 03);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan
Aset Desa (Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2019 Nomor 04);

. Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Jati Kulon Tahun 2020 - 2025
(Lembaran Desa Jati Kulon Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pendirian
Badan Usaha Miiik Desa Sumber Pangan Sejati (Lembaran Desa Jati
Kulon Tahun 2022 Nomor 03);

Peraturan Desa Jati Kulon Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa
Jati Kulon Tahun 2023 nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menyepakati atas Rancangan Peraturan Desa Jati Kulon tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Jati Kulon Tahun 2024 agar selanjutnya dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Dltetapkan di  :Jati Kulon
- : 17 November 2023

S S " Ketua
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